
Menimbang 

WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 

NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan 

bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan 

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD 

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah 
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada 
tanggal 19 Agustus 2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021; 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 
Pembentukan Daerah-Daerah 

Tahun 
Kata 

1950 
Kecil 

tentang 
Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa 
Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3242); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kelima Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

28. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kata Mojokerto Tahun 2008 Nomor 

2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kata Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kata Mojokerto Tahun 2009 Nomor 3/E); 
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29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Dan Perseroan 
Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto 
(Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2013 Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Mojokerto Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada 
Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Dan Perseroan 

Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto 
(Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 13); 

30. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto 

Tahun 2019 Nomor 14/B); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 

Dan 

Menetapkan 

WALIKOTA MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah APBD Kota Mojokerto. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

dewanperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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4. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Mojokerto. 

Pasal 2 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 

Rp869.686.791.131,- (delapan ratus enam puluh sembilan milyar enam ratus 

delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh 

satu rupiah), yang bersumber dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

direncanakan sebesar Rp202.826.397.207,- (dua ratus dua milyar delapan 

ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus 

tujuh rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp48.604.500.000,- (empat puluh delapan milyar enam ratus empat 

juta lima ratus ribu rupiah). 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rpl0.160.971.925,- (sepuluh milyar seratus enam puluh juta 

sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). 

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di pisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.815.282.000,- (empat milyar 

delapan ratus lima belasjuta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp139.245.643.282,- (seratus tiga puluh 

sembilan milyar dua ratus empat puluh limajuta enam ratus empat puluh tiga 

ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). 
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Pasal 5 

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan sebesar Rp646.814.493.974,- (enam ratus empat puluh enam 

milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu 

sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar RpSS0.062.799.974,- (lima ratus delapan puluh 

milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan 

ratus tujuh puluh empat rupiah). 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp66.751.694.000,- (enam puluh enam milyar tujuh 

ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). 

Pasal 6 

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c direncanakan sebesar Rp20.045.899.950,- (dua puluh milyar empat 

puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus 

lima puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Hibah; 

b. Dana Darurat; dan 

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp0,- (nol rupiah). 

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp0,- (nol rupiah). 

(4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp20.045.899.950,- (dua puluh milyar empat puluh lima juta delapan ratus 

sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). 

Pasal 7 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 

Rpl.042.609.617.966,- (satu trilyun empat puluh dua milyar enam ratus sembilan 

juta enam ratus tujuh be las ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), yang 

terdiri atas: 
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a. Belanja operasional; 

b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan 

d. Belanja transfer. 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 

direncanakan sebesar Rp823.346.381.961,- (delapan ratus dua puluh tiga 

milyar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu 

sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja hibah; dan 

d. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp356.441.867.789,- (tiga ratus lima puluh enam milyar empat ratus 

empat puluh satu juta deZapan ratus enam puZuh tujuh ribu tujuh ratus delapan 

puluh sembilan rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp418.469.944.785,- (empat ratus delapan belas milyar 

empat ratus enam puluh sembiZan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu 

tujuh ratus delapan puluh Zima rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp16.481.656.800,- (enam belas milyar empat ratus delapan puluh 

satu juta enam ratus Zima puZuh enam ribu deZapan ratus rupiah). 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp31.952.912.587,- (tiga puluh satu milyar sembilan 

ratus Zima puZuh dua juta sembiZan ratus dua belas ribu Zima ratus deZapan 

puluh tujuh rupiah). 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

direncanakan sebesar Rp218.263.236.005,- (dua ratus delapan belas milyar 

dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu Zima rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. Belanja modal tanah; 

b. Belanja modal peralatan dan mesin; 
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c. Belanja modal bangunan dan gedung; 

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. Belanja modal aset tetap lainnya; 

f. Belanja modal asset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp40.166.001.627,- ( empat puZuh miZyar seratus 

enam puZuh enam juta seribu enam ratus dua puZuh tujuh rupiah). 

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp99.851.798.047,- (sembiZan puZuh sembiZan 

miZyar deZapan ratus Zima puZuh satu juta tujuh ratus sembiZan puZuh deZapan 

ribu empat puZuh tujuh rupiah). 

(5) Belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp73.533.157.733,- (tujuh puZuh tiga miZyar Zima 

ratus tiga puluh tiga juta seratus Zima puZuh tujuh ribu tujuh ratus tiga puZuh tiga 

rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp4.312.278.598,- (empat miZyar tiga ratus dua beZas 

juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu Zima ratus sembilan puluh delapan 

rupiah). 

(7) Belanja modal asset lainnya pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah). 

Pasal 10 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

direncanakan sebesar Rpl .000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang terdiri atas 

Belanja Tidak Terduga. 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 

direncanakan sebesar Rp0,00 (noZ rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja bagi hasil; dan 

b. Belanja bantuan keuangan. 
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Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 

Rpl 72.922.826.835,- (seratus tujuh puZuh dua miZyar sembiZan ratus dua puZuh 

dua juta deZapan ratus dua puZuh enam ri.bu deZapan ratus tiga puZuh Zima rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 13 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf a direncanakan sebesar Rpl 77.922.826.835,- (seratus tujuh puZuh tujuh 

milyar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ri.bu 

deZapan ratus tiga puZuh Zima rupiah), yang terdiri atas: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl 77.872.826.835,

( seratus tujuh puZuh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta deZapan 

ratus dua puluh enam ri.bu deZapan ratus tiga puluh Zima rupiah). 

(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) h uruf b direncanakan se besar Rp50. 000. 000 ( lima puZuh jut a rupiah) . 

Pasal 14 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah), berupa 

penyertaan modal daerah; 

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan 

sebesar Rp5.000.000.000 (Zima miZyar rupiah) kepada PT. BPRS Kota Mojokerto. 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 

mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rpl 72.922.826.835,- (seratus 

tujuh puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta deZapan ratus dua 

puZuh enam ri.bu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). 



- 12 -

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 

pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rpl 72.922.826.835,

( seratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan 

ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). 

Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan 

Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan 

dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mojokerto tahun anggaran 

2021. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang

undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2 . Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
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3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta 

Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD 

dan PPAS dengan Rancangan APBD; 

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas 

Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; 

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; 

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah dan Aset Lain Lain; 

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum 

Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang 

Direncanakan; 

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan 

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 18 

Walikota Mojokerto menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 
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Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tangga1 29 Desember 2020 

W ALIKOTA MOJOKERTO 

IKA PUSPITASARI 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 29 Desember 2020 

AH KOTA MOJOKERTO 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19610519 198603 2 006 

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 34/A 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROV1NSI JAWA TIMUR: 
314-8/2020 



Kode 

6.1.01 

6.1.05 

6.2 

6.2.02 

6.3 

Lampiran I : Peraturan Daerah Kata Mojokerto 
Norn or 8 Tahun 2020 
Tanggal : 29 Desem ber 2020 

KOTA MOJOKERTO 
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, 

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Uraian 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

Penyertaan Modal Daerah 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 

Page 2 of 2 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

Jumlah 

177.872.826.835 

50.000.000 

1n.922.826.835 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

172. 922.826.835 

0 



5 05 

6 

6 01 

6 01 

7 

7 01 

7 01 

7 01 

7 01 

8 

8 01 

8 01 

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 8 Tahun 2020 
Tanggal : 29 Desember 2020 

KOTA MOJOKERTO 
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Belanja 

Kode 
Urusan Pemerintahan 

Pendapatan 
Daerah Belanja Operasi Belanja Modal 

Belanja Tak Belanja 
Jumlah Belanja 

Terduga Transfer 

BADAN 
5.05.0.00.0.00.01 .0000 PEN ELITIAN DAN 0 0 0 0 0 0 

PENGEMBANGAN 

UNSUR PENGAWASAN 
URUSAN 0 6.366.491 . 997 1.557.181.553 0 0 7.923.673.550 
PEMERINTAHAN 

INSPEKTORAT 
0 6.366.491.997 1.557.181.553 0 0 7.923.673.550 

DAERAH 

6.01 .0.00.0.00.01 .0000 INSPEKTORAT 0 6.366.491.997 1.557.181 .553 0 0 7.923.673.550 

UNSUR KEWILAYAHAN 0 69.308.619.282 8.285.097.870 0 0 n.593.717.152 

KECAMATAN 0 69.308.619.282 8.285.097.870 0 0 n.593.717.152 

7.01 .2.13.0.00.01 .0000 
KECAMATAN 

0 21 .571 .611.403 2.454.240.115 0 0 24.025.851 .518 
PRAJURIT KULON 

7.01.2.13.0.00.02.0000 
KECAMATAN 

0 25.689.077.243 1.068.159.101 0 0 26. 757.236.344 
MAGERSARI 

7.01 .2.13.0.00.03.0000 
KECAMATAN 

0 22.047.930.636 4.762.698.654 0 0 26.810.629.290 
KRANGGAN 

UNSUR 
PEMERINTAHAN 0 9.864.616.879 135.490.300 0 0 10.000.107.179 
UMUM 

KESATUAN BANGSA 
0 9.864.616.879 135.490.300 0 0 10.000.107.179 

DAN POLITIK 

BADAN 

8.01 .0.00.0.00.01 .0000 
KESATUAN 

0 9.864.616.879 135.490.300 0 0 10.000.107.179 
BANGSA DAN 
POLITIK 

TOTAL 869.686. 791.131 823.346.381.961 218.263.236.005 1.000.000.000 0 1.042.609.617.966 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Page 7 of 7 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 
1.01.2.22.0.00.02 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 

o I oo 11.01.2.22.0.00.02.0000 I oo I o.oo I oo I & I I PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kata Mojokerto 

Hj. IK PUSPITASARl,SE 

Page 11 of 11 

Casar 
Hukum 

0 

0 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 

1.02.0.00.0.00.02 RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO 

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 
BELANJA 27.063.749.522 
OPERASI 

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 , 01 
Belanja 

27.063.749.522 
Pegawai 

1 02 1.02.o.oo.o.00.02.0000 01 2.10 00 
Peningkatan 

126.873.929.000 
Pelayanan BLUD 

Pelayanan dan 

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 Penunjang 
126.873.929.000 

Pelayanan 
BLUD 

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA 118. 778.929.000 
OPERASI 

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 01 
Belanja 

14.832. 750.000 
Pegawai 

Belanja 
1 02 1.02.0.00.0. 00.02.0000 01 2.10 01 5 1 02 Ba rang 103.946.179.000 

dan Jasa 

1 C2 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 
BELANJA 

8.095.000.000 
MODAL 

Belanja 
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 01 Modal 200.000.000 

Tanah 

Belanja 
Modal 

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 02 Pera Iatan 4.425. 500.000 
dan 
Mesin 

Belanja 
Modal 

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 03 Gedung 3.154.500.000 
dan 
Bangunan 

Belanja 
Modal 

1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 04 
Jalan, 115.000.000 
Jaringan, 
dan 
lrigasi 

Jumlah Belanja 159.206.230. 522 

Total Surplus/(Defisit) (32.332.301.522) 

o oo 1.02.o.oo.0.00.02.0000 oo I o.oo oo 6 PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

Page 2 of 2 

Dasar Hukum 



KOTA MOJOKERTO 
RJNCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

TAHUN ANGGARAN 2021 

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 
1.02.2.14.0.00.Q3 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BEREN CANA 

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kata Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 
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KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

1.03.1.04.0.00.10 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN 

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 
Dasar 

Hukum 

2 10 1.03.1.04.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.486.999 

2 10 1.03.1.04.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.270.000 

2 10 1.03.1.04.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 
Belanja Barang dan 

59.216.999 
Jasa 

2 10 1.03.1.04.0.00.10.0000 10 0.00 00 
PROGRAM PENATAGUNAAN 

69.779.573 
TANAH 

Penggunaan Tanah yang 
2 10 1.03.1.04.0.00.10.0000 10 2.01 00 Hamparannya dalam satu 69.779.573 

Daerah Kabupaten/Kota 

Koordinasi Pemetaan 

2 10 1.03.1.04.0.00.10.0000 10 2.01 02 
Zona Nilai Tanah 

69.779.573 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

2 10 1.03.1.04.0.00.10.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 69.779.573 

2 10 1.03.1.04.0.00.10.0000 10 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.080.000 

2 10 1.03.1.04.0.00.10.0000 10 2.01 02 5 1 02 
Belanja Barang dan 

64.699.573 
Jasa 

Jumlah Belanja 142.482. 790.298 

Total Surplus/(Defisit) (142.466.790.298) 

0 00 1.03.1.04.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 I PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikotu Kata Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 
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Lampiran Ill 

KOTA MOJOKEltTO 

Peraturan Daerah Kota 
Mojokerto 
Nomor : 8 Tahun 2020 
Tanggal : 29 Desember 2020 

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 
PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

1.04.1.03.5.02.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 

Kode Rekening I Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 

Jumlah Pendapatan 0 

o I oo I 1.04.1.o3.s.02.01.oooo I oo I o.oo I oo Is I I I BELANJA 

Jumlah Belanja 0 

Total Surplus/(Defisit) 0 

0!00! 1.04.1.03.s.02.01.0000!00!0.oolool GI I I PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 
PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 

1 OS 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01 2.08 02 5 1 
BELANJA 

54.212.066 
OPERASI 

Belanja 
1 05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01 2.08 02 5 1 02 Barang dan 54.212.066 

Jasa 

Penyediaan Jasa 
1 05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01 2.08 04 Pelayanan Umum 3.801.600.000 

Kantor 

1 OS 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA 
3.801.600.000 

OPERASI 

Belanja 
1 05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01 2.08 04 5 1 02 Barang dan 3.801.600.000 

Jasa 

Pemeliharaan 
Barang Milik 

1 05 1.os.o.oo.0.00.01.0000 01 2.09 00 Daerah Penunjang 
Urusan 263. 765. 600 

Pemerintaha n 
Daerah 

Penyedi~an Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 

1 05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 01 Pemeliharaan dan 
251.775.600 

Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

1 OS 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 01 5 1 
BELANJA 

251.775.600 
OPERAS! 

Belanja 
1 05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 01 5 1 02 Barang dan 251.775.600 

Jasa 

Pemeliharaan 
1 05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 06 Peralatan dan 11.990.000 

Mesin Lainnya 

1 05 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 06 5 1 
BELANJA 

11.990.000 
OPERAS! 

Belanja 
1 OS 1.05.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 06 5 1 02 Barang dan 11.990.000 

Jasa 

Jumlah Belanja 14.22S.176.n9 

Total Surplus/(Defisit) c14.22s.116. n9) 

0I001,.os.o.oo.0.00.01.0000I00I0.00I00161 I I PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kata Mojokerto 

Hj.-lKA PUSPITASARl,SE 

Page 7 of 7 
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KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 

1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Kode Rekening 

2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 00 

2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 OS 2.01 01 

2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 OS 2.01 01 5 1 

2 08 1.06.2.08.0. 00.02.0000 OS 2.01 01 5 1 

2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 

2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 0.00 00 

2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 00 

2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 04 

2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 04 5 1 

2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 04 5 1 

2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 04 5 1 

o oo 1.06.2.08.0.00.02.0000 I oo o.oo oo 16 

01 

02 

01 

02 

Uraian Jumlah (Rp) 

Pengumpulan, 
Pengolahan Analisis dan 
Penyajian Data Gender 
dan Anak Dalam 148. 766.426 
Kelembagaan Data di 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan Data Gender 
dan Anak di Kewenangan 148. 766.426 
Kabupaten/Kota 

BELANJA OPERAS! 14'8.766.426 

Bel~nja Pegawai 6.060.000 

Belanja ·sarang dan 
142. 706.426 

Jasa 

PROGRAM PEMENUHAN 
356. 149.455 

HAK ANAK (PHA) 

Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan 

356. 149.455 
Penlngkatan Kualltas 
Hidup Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Penguatan Jejaring antar 
Lembaga Penyedia 
Layanan Peningkatan 

356.149.455 
Kualitas Hidup Anak 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

BELANJA OPERAS! 356.149.455 

Belanja Pegawai 8.370.000 

Belanja Barang dan 
347.779.455 

Jasa 

Jumlah Belanja 28.003. 705.811 

Total Surplus/(Defisit) (28.003. 705.811) 

PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kata Mojokerto 

Page 8 of 8 

Dasar 
Hukum 



KOTA MOJOKERTO 

Lampiran Ill : Peraturan Daerah Kata 
Mojokerto 
Nomor : 8 Tahun 2020 
Tanggal: . 29 Desember 2020 

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 
PEMBIAYAAN 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

TAHUN ANGGARAN 2021 

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK 
2.08.2.13.2.14.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN 
KELUARGA BERENCANA 

Kode Rekening I Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 

Jumlah Pendapatan 

o.1 oo I 2.os.2. u.2.14.01.0000 I oo I o.oo I oo Is I I I BELANJA 

Jumlah Belanja 

Total Surplus/(Defisit) 

0 I 00 I 2.08.2.13.2.14.01.0000 I 00 I 0.00 I 00 I & I I I PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pemblayaan 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 

Page 1 of 1 

0 

0 

0 

0 

0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

~ 
Hj. IKA PUSPITASARl,SE 



KOTA MOJOKERTO. 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, 'ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 

2.09.3.27.3.25.01 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

Kode Rekening Uralan Jumlah (Rp) Casar Hukum 

Penjaminan Kesehatan 
Hewan, Penutupan dan 

3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04 2.01 00 
Pembukaan Daerah 

140.023.619 
Wabah Penyakit Hewan 
Menular Dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengendalian dan 
3 27 2.09.3.27.3.25.01 .0000 04 2.01 01 Penanggulangan Penyakit 140.023.619 

Hewan dan Zoonosis 

3 27 2.09.3.27.3.25.01 .0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 140.023.619 

3 27 2.09.3.27.3.25.01 .0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.725.000 

3 27 2.09.3.27.3.25.01 .0000 04 2.01 01 5 1 02 
Belanja aarang dan 

138.298.619 
Jasa 

Penerapan dan 

3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 04 2.04 00 Pengawasan Persyaratan 
80.003.909 

Teknis Kesehatan 
Masyarakat Veteriner 

Pendampingan Unit 
3 27 2.09.3.27.3.25.01 .0000 04 2.04 01 Usaha Hewan dan 80.003.909 

Prociuk Hewan 

3 27 2.09.3.27.3.25.01 .0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.003.909 

3 27 2.09.3.27.3.25.01 .0000 04 2.04 01 5 1 02 
Belanja Barang dan 

80.003.909 
Jasa 

Jumlah Belanja 9.976.907.910 

Total Surplus/(Defisit) (9.870.267.910) 

0 00 2.09.3.27.3.25.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kata Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

Page 6 of 6 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

2.11.2.15.5.02.01 DINA$ LINGKUNGAN HIDUP 

Kode Rekening 

2 11 2.11.2.15.5.02.01 .0000 01 2.09 06 

2 11 2.11.2.15.5.02.01 .0000 01 2.09 06 5 1 

2 11 2.11.2.15.5.02.01 .0000 01 2.09 06 5 1 02 

2 11 2.11.2.15.5.02.01 .0000 01 2.09 09 

2 11 2.11.2.15.5.02.01 .0000 01 2.09 09 5 1 

2 11 2.11.2.15.5.02.01 .0000 01 2.09 09 5 1 01 

2 11 2.11.2.15.5.02.01 .0000 01 2.09 09 5 1 02 

5 02 2.11.2.1s.s.02.01.oooo 00 0.00 00 

5 02 2.11.2.15.5.02.01.0000 02 0.00 00 

5 02 2.11.2.15.5.02.01.0000 02 2.04 00 

5 02 2.11.2.15.5.02.01 .0000 02 2.04 10 

5 02 2.11.2.15.5.02.01 .0000 02 2.04 10 5 1 

5 02 2.11.2.15.5.02.01 .0000 02 2.04 10 5 1 01 

5 02 2.11.2.15.5.02.01 .0000 02 2.04 10 5 1 02 

5 02 2.11.2.15.5.02.01 .0000 02 2.04 10 5 2 

5 02 2.11.2.15.5.02.01 .0000 02 2.04 10 5 2 03 

oloo 2.11.2.1s.s.02.01.oooo oolo.oojoo 61 I 

Uraian Jumlah (Rp) 

Pemeliharaan Peralatan 
20.350.000 

dan Mesin Lainnya 

BELANJA OPERASI 20.350.000 

Belanja Barang dan 
20.350.000 

Jasa 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 121.226.500 
Bangunan Lainnya 

BELANJA OPERASI 121.226.500 

Belanja Pegawai 8.190.000 

Belanja Barang dan 
113.036.500 

Jasa 

KEUANGAN 3.014.999.328 
-

PROGRAM PENGELOLAAN 3.014.999.328 
KEUANGAN DAERAH 

Penunjang Urusan 
Kewenangan Pengelolaan 3.014.999.328 
Keuangan Daerah 

Pengelolaan Dana Bagi 
3.014.999.328 

Hasil Kabupaten/Kota 

BELANJA OPERAS! 139.955.410 

Belanja Pegawai 43.310.000 

Belanja Barang dan 
96.645.410 

Jasa 

BELANJA MODAL 2.875.043.918 

Belanja Modal 
Gedung dan 2.875.043.918 
Bangunan 

Jumlah Belanja 28. 779.291.635 

Total Surplus/(Defisit) (28.614.291.635) 

I PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

Page 6 of 6 

Dasar 
Hukum 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAVAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 
SIPIL 
2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 

Pemeliharaan 
Barang Milik 

2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 
Daerah Penunjang 

99.417.982 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 

2 12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 01 
Pemeliharaan dan 

38.367.982 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

2 12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 01 5 1 
BELANJA 

38.367.982 
OPERAS! 

Belanja 
2 12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 01 5 1 02 Barang dan 38.367.982 

Jasa 

Pemeliharaan 
2 12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 06 Peralatan dan 61.050.000 

Mesin Lainnya , 

2 12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 06 5 1 
BELANJA 

61.050.000 
OPERAS! 

Belanja 
2 12 2.12.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 06 5 1 02 Barang dan 61.050.000 

Jasa 

Jumlah Belanja 6.144. 754.683 

Total Surplus/{Deflslt) (6.144. 754.683) 

o oo 2.12.o.oo.0.00.01.0000 oo o.ooloo 61 I PEMBIAVAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kata Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

Page 8 of 8 

Dasar Hukum 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 

2.15.0.00.0.00.Q1 DINAS PERHUBUNGAN 

Kode Rekening 

2 15 2.15.0.00.0.00.Q1 .0000 01 2.09 09 

2 15 2.15.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 09 5 1 

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 

0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 

Uraian Jumlah (Rp) 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 229.231.107 
Bangunan Lainnya 

BELANJA OPERASI 229.231.107 

Belanja Barang dan 
229.231.107 

Jasa 

Jumlah Belanja 13.835.217.908 

Total Surplus/(Defisit) (9.465.072.908) 

PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

~~ 
Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

Page 6 of 6 

Dasar Hukum 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

TAHUN ANGGARAN 2021 

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Kode Rekening I Uraian Jumlah (Rp) 

Total Surplus/(Defisit) (14.966.295.923) 

o I oo I 2.16.2.20.2.21.01.oooo I oo I o.oo I oo 161 I I PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Page 8 of 8 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

Dasar Hukum 



KOTA MOJOKERTO 

Lampiran Ill : Peraturan Daerah Kota 
Mojokerto 
Nomor : 8 Tahun 2020 
Tanggal: 29 Desember 2020 

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 
PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 

2.17.2.07.0.00.06 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA 

Kode Rekening I Uraian 

Jumlah Pendapatan 

0I0012. 17.2.07.0.00.06.0000 I 00 I 0.00 I 00 I 5 I I I BELANJA 

Jumlah Belanja 

Total Surplus/(Defisit) 

0I0012.11.2.07.0.00.06.0000 I 00I0.00I00161 I I PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Jumlah Penerlmaan Pengeluaran 

Page 1 of 1 

Jumlah (Rp) Dasar Hukum 

0 

0 

0 

0 

0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kata Mojokerto 

Hj. IKA PUS ITASARl,SE 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 

2.18.2.07.0.00.07 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN 
TENAGA KERJA 

Kode Rekening 

2 18 2.18.2.07.0.00.07.0000 01 2.09 01 

2 18 2.18.2.07.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 

2 18 2.18.2.07 .0.00.07 .0000 01 2.09 01 5 1 

2 18 2.18.2.07.0.00.07.0000 01 2.09 06 

2 18 2.18.2.07.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 

2 18 2.18.2.07.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 

2 18 2.18.2.07.0.00.07.0000 01 2.09 09 

2 18 2.18.2.07.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 

2 18 2.18.2.07 .0.00.07 .0000 01 2.09 09 5 1 

2 18 2.18.2.07.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 

0 00 2. 18.2.07.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 

02 

02 

01 

02 

Uraian Jumlah (Rp) 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 

132. 780.000 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

BELANJA OPERAS! 132. 780.000 

Belanja Barang dan 
132. 780.000 

Jasa 

Pemeliharaan Peralatan 
32.190.000 

dan Mesin Lainnya 

BELANJA OPERAS! 32.190.000 

Belanja Barang dan 
32.190.000 

Jasa 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 450.262.203 
Bangunan Lainnya 

BELANJA OPERAS! 450.262.203 

Belanja Pegawai 9.830.000 

Belanja Barang dan 
440.432.203 

Jasa 

Jumlah Belanja 11.360.033.525 

Total Surplus/{Defisit) (9.549.633.525) 

PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

Page 6 of 6 

Dasar Hukum 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 

Urusan Pemerintahan 
Organisasi 

TAHUN ANGGARAN 2021 

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

2.19.3.26.0.00.02 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 

Page 6 of 6 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

Dasar 
Hukum 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 

2.23.2.24.0.00.02 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

Kode Rekening 

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 02 

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 0.00 00 

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 00 

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 02 

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 

o I oo 12.23.2.24.0.00.02.0000 I oo o.oo oo 6 

01 

02 

01 

02 

01 

02 

I 

Uralan Jumlah (Rp) 

Penyediaan lnformasi, 
Akses dan Layanan 
Kearsipan Tingkat 110.717.950 
Daerah Kabupaten/Kota 
melalui JIKN 

BELANJA OPERAS! 110.717.950 

Belanja Pegawai 1.270.000 

Belanja Barang dan 
109.447.950 

Jasa 

Pemberdayaan Kapasitas 
Unit Kearsipan dan 

24.399.800 
Lembaga Kearsipan 
Daerah Kabupaten/Kota 

BELANJA OPERASI 24.399.800 

Belanja Pegawai 4.191.000 

Belanja Barang dan 
20.208.800 

Jasa 

PROGRAM PERIZINAN 
24.713.000 

PENGGUNAAN ARSIP 

Pelayanan lzin 
Penggunaan Arsip yang 

24.713.000 
Berslfat Tertutup di 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan Daftar dan 
Penetapan lzin 

24.713.000 
Penggunaan Arsip yang 
Bersifat Tertutup 

BELANJA OPERASI 24.713.000 

Belanja Pegawai 1.270.000 

Belanja Barang dan 
23.443.000 

Jasa 

Jumlah Belanja 5.448.890.432 

Total Surplus/(Defisit) (5.448.890.432) 

PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

Page 5 of 5 

Dasar Hukum 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 
Organisasi 

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 
4.01.3.29.5.02.01 SEKRETARIAT DAERAH 

Kode Rekening Uraian 

Page 10 of 10 

Jumlah (Rp) 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kata Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

Dasar 
Hukum 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

4.02 SEKRETARIAT DPRD 

4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD 

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 
Casar 

Hukum 

4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 
Layanan Administrasi 
DPRD 

414.717.455 

Fasilitasi Rapat 
4 02 4.02.0.00.0.00.01 .0000 01 2.16 03 Koordinasi dan 414.717.455 

Konsultasi DPRD 

4 02 4.02.0.00.0.00.01 .0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERAS! 414.717.455 

4 02 4.02.0.00.0.00.01 .0000 01 2.16 03 5 1 02 
Belanja Barang dan 

414.717.455 
Jasa 

Jumlah Belanja 39.185.472.086 

Total Surplus/(Defisit) (39.185.472.086) 

0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaa_n Pengeluaran 0 

Mojokerto, 31 November 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

Page 6 of 6 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAVAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

5.01 PERENCANAAN 

5.01.5.05.0.00.02 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN 
PENG EM BAN GAN 

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 

Fasilitasi, Pelaksanaan 
dan Evaluasi Penelitian 

5 05 5.01 .5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 dan Pengembangan 210.969.618 
Bidang Pemerintahan 
Umum 

5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 210.969.618 

5 05 5.01 .5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 875.000 

5 05 5.01 .5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 
Belanja Barang dan 

210.094.618 
Jasa 

Pengelolaan Data 
5 05 5.01 .5.05.0.00.02.0000 02 2.01 12 Kelitbangan dan 61.417.950 

Peraturan 

5 05 5.01 .5.05.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERAS! 61.417.950 

5 05 5.01 .5.05.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai 712.500 

5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 02 
Belanja Barang dan 

60.705.450 
Jasa 

Penelitian dan 

5 OS s.01.s.os.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengembangan Bidang 
691.897.618 

Ekonomi dan 
Pembangunan 

Penelitian dan 
5 05 5.01 .5.05.0.00.02.0000 02 2.03 09 Pengembangan 691.897.618 

Pekerjaan Umum 

5 05 5.01.5.05.0. 00.02.0000 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 691.897.618 

5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.237.500 

5 05 5.01 .5.05.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 02 
Belanja Barang dan 

690.660.118 
Jasa 

5 OS s.01.s.os.o.00.02.0000 02 2.04 00 

5 OS 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 04 

5 OS 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 04 5 1 

5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 04 5 1 

5 05 5.01 .5.05.0.00.02.0000 02 2.04 04 5 1 

o I oo I s.01.s.os.0.00.02.0000 I oo I o.oo oo 16 I 

01 

02 

Pengembangan lnovasi 
185.348.600 

dan Teknologi 

Sosialisasi dan 
Diseminasi Hasil-Hasil . 185.348.600 
Kelitbangan 

BELANJA OPERASI 185.348.600 

Belanja Pegawai 875.000 

Belanja Barang dan 
184.473.600 

Jasa 

Jumlah Belanja 12.323.936.244 

Total Surplus/(Defisit) (12.323.936.244) 

I PEMBIAVAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

Page 7 of 7 

Dasar 
Hukum 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APB~ MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAVAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerin~han 

Organisasi 

5.02 KEUANGAN 

5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

Kode Rekening 
, 

5 02 s.02.0.00.0.00.04.oooo 01 2.09 00 

5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 

-
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 

5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 · 01 5 1 

5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 

5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 

5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 

5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 

5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 
·~ 

5 02 5.02.0.00.0. 00.04.0000 01 2.09 09. 5 1 

0 00 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 

5 02 5.02.0.09.0.00.04.oooo 00 0.00 00 6 1 

5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 

5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 

5 02 5.02.o.00.0.00.04.oooo 00 0.00 00 6 2 

5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 

02 

02 

02 

01 

05 · 

02 

Uraian Jumlah (Rp) 

. Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

219.870.365 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya ~ 

Pemeliharaan dan Pajak 
109.989.000 

i<endaraan P~rorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

BELANJA OPERASI 1-09.989.000 

Belanja Barang dan 
10-9.989.000 

Jasa 

Pemeliharaan Peralatan · 
83.298.177 

dan Mesin lainnya 

BELANJA OPERASI 83.298.177 

Belanja Barang dan 
83.298.177 

Jasa 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 26.583.188 
Bangunan Lainnya 

BELANJA OPERASI 26.583.188 

Belanja Barang dan 
26.583.188 

Jasa 

Jumlah Belanja 36.363.315.114 

Total Surplus/(Defisit) 685. 728.492.810 

PEMBIAVAAN 

PENERIMAAN PEMBIAVAAN 177. 922.826.835 

Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun 177.872.826.835 
Sebelumnya 

Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman 50.000.000 
Daerah 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 177. 922.826.835 

PENGELUARAN PEMBIAVAAN s.000.000.000 

Penyertaan Modal 5.000.00Q.OOO 
Daerah 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 5.000.000.000 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kata Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 
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KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

5.03 KEPEGAWAIAN Urusan Pemerintahan 

Organisasi S.D3.S.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN $UMBER DAYA MANUSIA 

Kode Rekening I Uraian Jumlah (Rp) 
Dasar 

Hukum 

Total Surplus/(Defisit) (18.645.405.061) 

0 I 00 I S.03.5.04.0.00.01.0000 I 00I0.00I00161 I I PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 
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KOTA MOJOKERTO 

Lampiran Ill : Peraturan Daerah Kata 
Mojokerto 
Nomor : 8 Tahun 2020 
Tanggal: 29 Desember 2020 

RJNCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 
PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Urusan Pemerintahan 

Organisasi 5.05.0.00.0.00.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Kode Rekening I Uraian 

Jumlah Pendapatan 

o I oo I s.os.o.oo.0.00.01.0000 I oo I o.oo I oo Is I I I BELANJA 

Jumlah Belanja 

Total Surplus/(Defisit) 

o I oo I s.os.0.00.0.00.01.0000 I oo I o.oo loo I & I I I PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 

Page 1 of 1 

Jumlah {Rp) Dasar Hukum 

0 

0 

0 

0 

0 

Mojokerto, 31 November 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 



KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

6.01 INSPEKTORAT DAERAH 

6.01 .0.00.0.00.01 INSPEKTORAT 

Kode Rekening 

6 01 6.01 .0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 01 5 1 

6 01 6.01 .0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 01 5 1 

6 01 6.01 .0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 06 

6 01 6.01.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 06 5 1 

6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 

6 01 6.01.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 09 

6 01 6.01 .0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 09 5 1 

6 01 6.01.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 09 5 1 

6 01 6.01.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 09 5 2 

6 01 6.01 .0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 09 5 2 

0 00 6.01.o.oo.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 

02 

02 

02 

03 

Uralan . Jumlah (Rp) 

BELANJA OPERASI 69.725.000 

Belanja Barang dan 
69.725.000 

Jasa 

Pemeliharaan Peralatan 
29.305.318 

dan Mesin Lainnya 

BELANJA OPERASI 29.305.318 

Belanja Barang dan 
29.305.318 

Jasa 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 220.365.862 
Bangunan Lainnya 

BELANJA OPERAS! 68.565.862 

Belanja Barang dan 
68.565.862 

Jasa 
.. 

BELANJA MODAL 151.800.000 

Belanja Modal 
Gedung dan 151.800.000 
Bangunan 

Jumlah Belanja 7.923.673.550 

Total Surplus/(Deflslt) (7.923.673.550) 

PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 
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KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

7.01 KECAMATAN Urusan Pemerintahan 

Organisasi 7.01.2.13.0.00.01 KECAMATAN PRAJURIT KULON 

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 

7 01 7.01 .2.13.0.00.01 .0000 03 2.02 03 5 1 06 
Belanja Bantuan 5.008.046.002 
Sosial 

7 01 7.01.2.13.0.00.01 .0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 1.253.877.317 

7 01 7.01.2.13.0.00.01 .0000 03 2.02 03 5 2 02 
Belanja Modal 

1.252. 777.317 
Peralatan dan Mesin 

7 01 7.01.2.13.0.00.01 .0000 03 2.02 03 5 2 05 
Belanja Modal Aset 

1.100.000 
Tetap Lainnya 

7 01 7.01 .2.13.0.00.01 .0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 51.157.545 

7 01 7.01 .2.13.0.00.01 .0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 51.157.545 

7 01 7.01.2.13.0.00.01 .0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 

7 01 7.01.2.13.0.00.01 .0000 03 2.02 04 5 1 02 
Belanja Barang dan 

50.147.545 
Jasa 

PROGRAM KOORDINASI 
7 01 7.01.2.13.0.00.01.0000 04 0.00 00 KETENTRAMAN DAN 279.861.034 

KETERTIBAN UMUM 

Koordinasi Upaya 

7 01 7.01.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyelenggaraan 
279.861.034 

Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, 

7 01 7.01 .2.13.0.00.01 .0000 04 2.01 01 Tentara Nasional 279.861.034 
Indonesia dan lnstansi 
Vertikal di Wilayah 
Kecamatan 

7 01 7.01 .2.13.0.00.01 .0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERAS! 279.861.034 

7 01 7.01 .2.13.0.00.01 .0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.010.000 

7 01 7.01 .2.13.0.00.01 .0000 04 2.01 01 5 1 02 
Belanja Barang dan 

278.851.034 
Jasa 

Jumlah Belanja 24.025.851.518 

Total Surplus/(Defisit) (24.025.851.518) 

olool1.01.2.13.0.00.01.0000 00 0.00100161 I I PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerlmaan Pemblayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 
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KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 7.01 KECAMATAN 

Organisasi 7.01 .2.13.0.00.02 KECAMATAN MAGERSARI 

Kode Rekening 

7 01 7.01.2.13.0.00.02.0000 04 0.00 00 

7 01 7.01.2.13.0.00.02.0000 04 2.01 00 

7 01 7.01.2.13.0.00.02.0000 04 2.01 01 

7 01 7.01.2.13.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 

7 01 7.01.2.13.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 01 

7 01 7.01.2.13.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 

0 00 7.01.2.13.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 

Uralan Jumlah (Rp) 

PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 120.674.301 

KETERTIBAN UMUM 

Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 

120.674.301 

Ketertiban Umum 

Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, 
Tentara Nasional 120.67 4.301 
Indonesia dan lnstansi 
Vertikal di Wilayah 
Kecamatan 

BELANJ~ OPERASI 120.67 4.301 

Belanja Pegawai 5.240.000 

Belanja Barang dan 
115.434.301 

Jasa 

Jumlah Belanja 26. 757.236.344 

Total Surplus/(Defisit) (26. 757.236.344) 

PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 
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KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

7.01 KECAMATAN Urusah Pemerintahan 

Organisasi 7.01.2.13.0.00.03 KECAMATAN KRANGGAN 

Kode Rekening I Uraian Jumlah (Rp) 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

. Hj. IKA PUSPITASARl,SE 
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Dasar 
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KOTA MOJOKERTO 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN 

PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 
Dasar 

Hukum 

Pemeliharaan Barang 

8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 
Milik Daerah Penunjang 

418.150.149 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

8 01 8.01.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 01 
Pemeliharaan dan Pajak 

153.131.999 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

8 01 8.01.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERAS! 153.131.999 

8 01 8.01.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 01 5 1 02 
Belanja Barang dan 

153.131.999 
Jasa 

8 01 8.01.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 06 
Pemeliharaan Peralatan 

31.000.000 
dan Mesin l:.ainnya 

8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERAS! 31.000.000 

8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 
Belanja Barang dan 

31.000.000 
Jasa 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
8 Ol 8.01.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 234.018.150 

Bangunan Lainnya 

8 01 8.01 .0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERAS! 234.018.150 

8 01 8.01.0.00.0.00.01 .0000 01 2.09 09 5 1 02 
Belanja Barang dan 

234.018.150 
Jasa 

Jumlah Belanja 10.000.107.179 

Total Surplus/(Defisit) (10.000.107.179) 

0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 I PEMBIAYAAN 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 

Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kata Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 
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8 01 

8 01 

8 01 

8 01 

8 01 

8 01 

8 01 

8 01 

8 01 

KOTA MOJOKERTO 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB 

l(EGIATAN BESERTA KELUARAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Uraian Urusan, Organisasi, Belanja 

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Belanja Tak Belanja 
Keglatan Belanja Operasi Belanja Modal 

Terduga Transfer 
Jumlah Belanja 

Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 

8.01 .0.00.0.00.01 .0000 04 2.01 
Pelaksanaan Bidang 

304.124.292 0 0 0 304.124.292 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

Pelaksanaan Monitoring 
Evaluasi dan Pelaporan 
Dibidang Pendaftaran 

8,01 .0.00.0.00.01 .0000 04 2.01 05 
Ormas, Pemberdayaan 

304.124.292 0 0 0 304.124.292 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

PROGRAM PEMBINAAN DAN 

8.01 .0.00.0.00.01 .0000 05 
PENGEMBANGAN 

622.089.810 0 0 0 622.089.810 
KETAHANAN EKONOMI, 
SOSIAL, DAN BUDAYA 

Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 

8.01 .0.00.0.00.01 .0000 05 2.01 Pelaksanaan Bidang 622.089.810 0 0 0 622.089.810 
Ketahanan Ekonomi, Sosial 
dan Budaya 

Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 

8.01 .0.00.0.00.01 .0000 05 2.01 04 dan Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 

622.089.810 0 0 0 622.089.810 

Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

PROGRAM PENINGKATAN 
KEWASPADAAN NASIONAL 

8.01 .0.00.0.00.01 .0000 06 DAN PENINGKATAN 
2.581.154.801 

KUAUTAS DAN FASILITASI 0 0 0 2.581.154.801 

PENANGANAN KONFUK 
SOSIAL 

Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pelaksanaan 

8.01 .0.00.0.00.01 .0000 06 2.01 Pemantapan Kewaspadaan 2.581.154.801 0 0 0 2.581.154.801 
Nasional dan Penanganan 
Konflik Sosial 

Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerjasama lntelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 

8.01 .0.00.0.00.01 .0000 06 2.01 03 Lembaga As-ing, 
Kewaspadaan Perbatasan 1.333.653.257 0 0 0 1.333.653.257 

Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerjasama lntelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 

8.01 .0.00.0.00.01 .0000 06 2.01 04 Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 

1.247.501.544 0 0 0 1.247.501 .544 

Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

TOTAL 823.346.381.961 218.263.236.005 1.000.000.000 0 1.042.609.617.966 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

w~~ 
HJ. IKA PUSPITASARl,SE 

Page 62 of 62 



11 

11 

11 

11 

KOTA MOJOKERTO 
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN 

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Kode Uraian 

PERLINDUNGAN 
SOSIAL 

01 1 06 Sosial 

Pemberdayaan 
02 2 08 Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

03 3 32 Transmigrasi 

TOTAL 

Belanja Operasi 

9.520.421. 793 

1.407.316.019 

0 

823.346.381.961 

Kelompok Belanja 

Belanja Tak Belanja Jumlah Belanja 
Belanja Modal 

Terduga Transfer 

0 0 0 9.520.421.793 

0 0 0 1.407.316.019 

0 0 0 0 

218.263.236.005 1.000.000. 000 0 1.042.609.617.966 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

HJ. IKA PUSPITASARl,SE 
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No 

Lampiran VI Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 8 Tahun 2020 
Tanggal : 29 Desember 2020 

Jenls Pelayanan Dasar 

KOTA MOJOKERTO 
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Kegiatan Sub Kegiatan 

Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 

Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 

Alokasi 
Anggaran 

118.032.450 

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan 
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Pencegahan Kebakaran dalam Daerah 
198.980.000 

Kabupaten/Kota 

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan 
296.285.920 

Non Kebakaran 

Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan 
495.265.920 

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 495.265.920 

Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.029.955.016 

F SPM Bidang Sosial 

Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta 
gelandangan pengemis di luar panti 

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantl Sos•ial 

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 196.145.300 

Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilltas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 
196.145.300 

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 

Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia 
196. 145.300 

terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 

Penyediaan Makanan 

Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 

Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 

Page 5 of 5 

Jumlah SPM Bidang Sosial 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. lKA PUSPITASARl,SE 

10.164.834.137 

10.164.834.137 

1 o. 164.834. 137 

10.360.979.437 



Kode 

5 02 

5 02 02 

5 02 03 

5 02 04 

5 03 

5 03 02 

5 04 

5 04 02 

6 

6 01 

6 01 02 

6 01 03 

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 8 Tahun 2020 
Tanggal : 29 Desember 2020 

KOTA MOJOKERTO 
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Uraian RPJMD (Rp) 

KEUANGAN 18.846.569.922 

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8.445. 630.885 

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK 
6.317.497.713 

DAERAH 

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN 
4.083.441.324 

DAERAH 

KEPEGAWAIAN 8.000.300.142 

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 8.000.300.142 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.332.687.702 

PROGRAM PENGEMBANGAN $UMBER DAYA 
7.332.687.702 

MANUSIA 

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.879.292.727 

INSPEKTORAT DAERAH 
-PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 

Page 2 of 2 

1.879.292. 727 

911.601.819 

967.690.908 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

APBD (Rp) 

39.618.284.624 

6.070.179.805 

2.105.832.571 

1.361.147.108 

16.201.17 5.827 

2.666.766.914 

2.444.229.234 

2.444.229.234 

7.923.673.550 

7.923.673.550 

303.867.273 

322.563.636 



Kode 

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 8 Tahun 2020 
Tanggal : 29 Desem ber 2020 

KOTA MOJOKERTO 
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS 

DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Uraian 

Page 100 of 100 

RKPD (Rp) PPAS (Rp) 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. lKA PUSPITASARl,SE 

APBD (Rp) 



Kode 

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 8 Tahun 2020 
Tanggal : 29 Desember 2020 

KOTA MOJOKERTO 
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS 

DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Uraian 

Page 100 of 100 

RKPD _(Rp) PPAS (Rp) 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

-
Hj. IKA PUSPITASARl,SE 

APBD (Rp) 



No 

3 

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 8 Tahun 2020 
Tanggal : 29 Desember 2020 

KOTA MOJOKERTO 
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD 

Prioritas SKPD Belanja Belanja 
Belanja 

Belanja Jumlah 
Pembangunan Program 

Pelaksana Operasi Modal 
Tak 

Transfer 
Nasional Terduga 

Rp Rp Rp Rp Rp 

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 

DINAS 
PENDIDIKAN 

139.187.454 980.628.000 
DAN 

KEBUDAYAAN 

Page 1 of 1 

0 0 1.119.815.454 

Mojokerto, 29 Desember 2020 

Walikota Kota Mojokerto 

Hj. lKA PUSPITASARl,SE 

% 

98 



LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 
NOMOR 8 TAHUN 2020 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN 
PER OKOBER TAHUN 2020 

GOLONGAN ESELON NON ESELON 

IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV A IV B VA VB T.FUNGSI STAFF 

Golong_an IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Golong_an IV/d 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Golon_gan IV/c 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 24 1 

Golongan IV/b 0 0 0 2 29 0 2 0 -0 0 248 0 

Golongan IV/a 0 0 0 7 39 50 0 0 0 124 7 

2 

Golon 0 2 59 27 0 0 180 74 

Golon 0 0 0 0 0 13 10 1 0 296 197 

Golon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 169 

"' m 
,,, 

Golon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 142 

Golon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 76 

Golon 0 0 0 0 0 0 0 6 

Golo 0 

I 
Golo 0 -
Golo 0 

Golo 0 0 0 
0 0 

38 55 0 

WALi 

Hj~ IKA PUSPITASARI, SE 

CPNS JUMLAH 

0 0 

0 4 

0 43 

0 281 

0 227 



LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 
NOMOR 8 TAHUN 2020 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DAFTAR PIUTANG DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

No I Uraian I 31 Desember 2019 

(Rp) 
Penambahan 

PIUTANG PENDAPATAN 

1 Piutang Pajak 19.809.551. 729,00 4.366.359.302,00 
2 Piutang Retribusi 1. 785.332.161,00 753.325.652,00 
3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 9.026.421.381,00 49.958.616.532,98 
4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0 53.431.031.880,00 
5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Provinsi 4.950.871.484,00 3.048.358.852,00 

Jumlah 35.572.176. 755,00 111.557 .692.218,98 
PIUTANG LAINNYA 

6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 147.564.666,79 1.015.770.145,09 I 
7 I Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa 0 1.468.298.700,00 
8 I Piutang Lainnya 2.785.365.413,00 0,00 

Jumlah 2.932.930.079, 79 2.484.068.845,09 
Total 38.505.106.834, 79 114.041.761.064,07 

Hj. IKA 

31 Oktober 2020 
Pengurangan 

(Rp) 

1.955.087.066,00 22.220.823.965,00 
198.57 4.859,00 2.340.082.954,00 

41.466.178. 763, 00 17.518.859.150,98 
53.431.031.880,00 

4.950.871.484,00 3.048.358.852,00 
48.570. 712.172,00 98.559.156.801,98 

9.873.360,00 I 1.153.461.451,88 

0 1.468.298. 700,00 

102.775.713,00 2.682.589. 700,00 
112.649.073,00 5.304.349.851,88 

48.683.361.245,00 103.863.506.653,86 

-( 

~ 



No 

1 

1 

2 

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 
NOMOR 8 TAHUN 2020 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Tahun Nama Badan/ DasarHukum 
Penyertaan Lembaga/ Pihak Penyertaan Modal 

Modal Ketiga (lnvestasi) Daerah 

2 3 4 

2021 
PT. BPR Syariah Perda Kota Mojokerto 
Kota Mojokerto No. 6 Tahun 2020 

Perusahaan Daerah Perda Kota Mojokerto 
2016 

Air Minum Maja Tirta No. 6 Tahun 2020 

Bentuk 
Penyertaan 

Modal 
(lnvestasi) 

Daerah 

5 

Modal Dasar 

Modal Dasar 
dan 

Tambahan 

DAFTAR PENYERTAAN MODAL 
T AHUN ANGGARAN 2021 

Jumlah Modal yang Jumlah Penyertaan 
Modal (lnvestasi) Telah Disertakan Penyertaan 

Daerah Sampai Tahun Modal Tahun lni 
Anggaran Lalu 

6 7 8 . 
31.680.000.000,00 20.194.509.900,00 5.000.000.000,00 

43.323.244.627,39 43.323.244.627,39 0,00 

Jumlah Modal 
yang Telah Sisa Modal yang 

Disertakan Sampai Belum Disetorkan 
Tahun lni 

9=7+8 10 

25.194.509.900,00 6.485.490.100,00 

43.323.244.627 ,39 0,00 

AMOJOKERTO 

Hj. lKA PUSPITASARI, SE 

JumlahSisa 
Hasil Penyertaan Modal (investasi) 
Modal (investasi) yang Disertakan 
Daerah Tahun lni sampai Dengan 

Tahun ini 

11 12 

1.397.824.000,00 25.194.509.900,00 

0,00 43.323.244.627,39 



LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 

NOMOR 8 TAHUN 2020 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DAFT AR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

JENIS ASET TETAP DAERAH 
SALDO PADA AKHIR PERKIRAAN PENAMBAHAN PERKIRAAN PENGURANGAN PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR 

NO TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 Tanah 684.312.550.868,64 0,00 1.478.555.000,00 682.833.995.868,64 

2 Peralatan dan Mesin 528. 779 .381.231,83 19.161.959.419,00 7.452.559.783,99 540.488. 780.866,84 

3 Gedung dan Bangunan 451.227 .303.483,61 48.116.259 .830,00 9.027.414.381,20 490.316.148.932,41 

4 Jalan, Jaringan dan lnstalasi 715.624.2 79 .099 ,64 44.890.943. 737,00 1.327.340.387,00 759.187 .882.449,64 

5 Aset Tetap lainnya 15.061.454.410, 73 293.853.449,63 711.302.000,00 14.644.005.860,36 

6 Konstruksi dalam Pengerjaan 7 .892.642.388,81 7 .892.642.388,81 

7 Akumulasi Penyusutan (792.315.989.590, 77) (110.755.031.191,00) {8. 779 .900.170,00} ( 894.291.120.611, 77) 

8 Kemitraan Pihak Ke tiga 4.686.450.000,00 4.686.450.000,00 -
9 Aset Tidak Berwujud 8. 737 .818.291,00 - 8.737.818.291,00 

10 Aset lain-lain 10.407 .255.103,84 8.163.861.783,99 1.452.764.600,00 17 .118.352.287 ,83 

Hj. IKA PU SPIT ASARI, SE 



LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 
NO MOR 8 T AHUN 2020 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM 
DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN DIRENCANAKAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Jumlah Anggaran TAHUN n-1 Jumlah Sisa anggaran yang dianggarkan dalam 

NO. NamaSKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan 
(Rp) Jumlah Realisasi sampai 

tahun ini 

Perubahan APBD TA 
dengan akhir TA n-2 (Rp) 

(Rp) 

APBDTAn-2 
n-2 APBDTAn Perubahan APBD TA n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .... • • I II • .... ■ --· II II - - - us !!I l:EI -

Hj. IKA PUS PIT ASARI, SE 



LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 

NOMOR 8 TAHUN 2020 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO 

TAHUN ANGGARAN 2021 

No 

Tujuan 
Pembentukan 

Dasar Hukum 
Pembentukan 

Dana Cadangan 

Jumlah Dana 
Cadangan 

yang 
Direncanakan 

DAFTAR DANA CADANGAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

Saldo 
Awai 

Transfer 
dari Kas 
Daerah 

Transfer Ke 
Kas Daerah 

Saldo Akhir 

Hj. IKA PUSPITASARI, SE 

Sisa Dana yang Belum 
Dicadangkan 



LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 
NOMOR 8 TAHUN 2020 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MOJOKERTO 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DAFTAR PINJAMAN DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

No 
Sumber 

Pinjaman 
Daerah 

Dasar 
Hukum 

Pinjaman/ 
Obligasi 

Tanggal/ 
Tahun 

Perjanjian 

Jumlah 
Pinjaman/ I Jangka Waktu I Prosentase 

Nilai Nominal Pinjaman Sunga Pinjaman 
Obligasi 

Tujuan 
Penggunaan 

Pinjaman 

Jumlah Pembayaran Tahun lni 

Pokok Pinjaman 
Daerah Sunga 

Hj. lKA PUSPITASARI, SE 

Jumlah Sisa Pembayaran 

Pokok 
Pinjaman 
Daerah 

Sunga 




